QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 313 ayat (2), Pasal 315 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran
2017 disusun dan diajukan kepada DPRK Aceh Tamiang,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam Kebijakan
Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun
2017 telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan DPRK pada tanggal 29 Nopember 2016;

c. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran
2017, telah dibahas bersama dengan DPRK Aceh
Tamiang dan dievaluasi oleh Gubernur berdasarkan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 903/966/2016
tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh
Tamiang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2017,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
membentuk Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran

Mengingat...
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Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran
Negara Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5459);

12. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19, Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

aturan...
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

31. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor
4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI KABUPATEN ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah Rp. 1.241.189.072.017,00

b. Belanja Daerah Rp. 1.276.189.072.017,00

Surplus/(Defisit) Rp.  (35.000.000.000,00)

c. Pembiayaan...
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Pembiayaan Penerimaan Rp. 35.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 35.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 128.487.282.902,00
b. Dana Perimbangan Rp. 766.184.655.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah Rp. 346.517.134.115,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah Rp. 15.609.578.520,00
b. Retribusi Daerah Rp. 11.566.569.506,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Rp. 6.364.937.098,00
d. Zakat Rp. 10.000.000.000,00
e. Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah Rp. 84.946.197.778,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Transfer Umum Rp. 622.624.239.000,00
b. Transler Khusus Rp. 143.560.416.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis:
a. Dana Bagi Hasil pajak dari

Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Rp. 27.284.689.308,00

b. Dana Penyesuaian Rp. 149.383.161.807,00

c. Dana Desa dari APBN Rp. 162.349.283.000,00

d. Dana Insentif Daerah Rp. 7.500.000.000,00
Pasal 3

Belanja Daecrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b,terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 604.141.696.208,00
b. Belanja Langsung Rp. 672.047.375.809,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 375.568.532.036,00
b. Belanja Hibah Rp. 21.909.172.520,00
c. Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 203.663.991.652,00
d. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00
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(3) Belanja...
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 68.514.839.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 208.865.079.868,00
c. Belanja Modal Rp. 304.677.456.441,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf ¢, merupakan penerimaan SiLPA Tahun Anggaran
sebelumnya sebesar Rp. 35.000.000.000,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini,
terdiri dari :

a. Lampiran | Ringkasan APBK

b. Lampiran Il Ringkasan APBK menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi

c. Lampiran IIl Rincian APBK menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan

e. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan

g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;

k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini;

. Lampiran XII Daftar Cadangan Daerah; dan

m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.




Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 20 Ocsewmger 2016 M
%0 R.aw&ls 1438 H

/Plt. BUPATI TAMIAW

M. ALI ALFATA

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 30 fleseweee 2016 M
Y0 L-awWHt 1438 H

A
SEKRETARIS DAERAH
ckl‘ . KABUPATEN ACEH TA /

RAZUARD,

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSIACEH : (10/176/2016)





